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Hal . Imbauan penggunaan hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024
Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar

di -

Takalar

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil WalikotaTahun 2024.

B. Ketentuan Pidana terkait penggunaan hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang
tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, sebagai berikut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:



Pasal 177, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri
sendin atau din orang lain tentang suatu hal yang diperiukan untuk pengisian daftar pemilh,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (liga) bulan dan paling lama 12 (dua belas)
bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (liga juta rupiah) dan paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 177A, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan
data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan
pidana penjara paling singkal 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan dan denda paling sedikil Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling
banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan oleh
penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana maksimumnya.

Pasal 177B, yang berbunyi:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang
dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan
rekapilulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama
72 (lujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (lujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas jula rupiah) dan
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 178A, yang berbunyi:

Setiap orang yang pada waklu pemungulan suara dengan sengafa melakukan perbuatan
melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh
puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178B, yang berbunyi:

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108
(seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Pasal 178C, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan
suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling
lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih
memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana
dengan pidana penjara paling singkal 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144
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puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empal puluh
empal juta rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan olah
penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimurmnya.

Pasal 178G, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang
pemilih yang bukan pemilih tunanetra, lunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 178H, yang berbunyi:

Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja
memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan donda paling
sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah).

Pasal 179, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurul suatu aturan dalam
Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbualan dengan maksud untuk
digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah alau tidak dipalsukan,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (liga puluh enam) bulan dan paling lama
72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enarm juta
rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua jula rupiah).

Pasal 181, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu sural adalah lidak sah atau
dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat
sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkal 36 (liga puluh enam) bulan dan paling
lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam
juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 182, yang berbunyi.

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya
saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih
dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (liga pululv enam) bulan dan denda paling
sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (liga
puluh enam juta rupiah).

Pasal 182A, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan
kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan
haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat)
bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00
(dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah).

Pasal 182B, yang berbunyi:

Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja
untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa
ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan
paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh
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C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di
wilayah Kabupaten Takalar yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Kabupaten Takalar mengimbau untuk:

1. Memastikan menyampaikan undangan dan/atau surat pemberitahuan pemungutan
suara kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK), paling lambat 3 (tiga) Hari
sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu pada Hari Minggu, 24 November
2024,

2. Memastikan tidak menyalahgunakan undangan dan/atau surat pemberitahuan
pemungutan suara kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) yang tidak
diberikan kepada Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih dan/atau
Pemilih berhalangan pada hari pemungutan suara;

3. Memastikan memberikan pelayanan kepada Pemilih pindah Tempat Pemungutan Suara
(TPS) dilakukan sesuai dengan prosedur;

4. Memastikan melayani Pemilih yang memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;,

5. Memastikan melayani Pemilih yang memenuhi syarat yang menggunakan hak pilih di
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk ke dalam kategori Pemilih sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Memastikan memberikan pelayanan kepada Pemilih yang sedang menjalani rawat inap
di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat
inap, narapidana atau tahanan yang menjalani pemidanaan atau penahanan di lembaga
pemasyarakatan atau rumah tahanan, Pemilih di perbatasan, Pemilih korban bencana,
Pemilih penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi, dan Pemilih
yang menjalani rehabilitasi narkoba agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Memastikan memberikan pelayanan kepada Pemilih di rumah yang tidak dapat
mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena sakit agar dapat menggunakan
hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Memastikan tidak memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak memenuhi syarat
untuk menggunakan hak pilih, dan tidak memberi kesempatan kepada Pemilih untuk
memilih lebih dari sekali;

9. Memastikan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk memastikan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar menerbitkan Surat
Keterangan (Biodata Penduduk) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

10. Melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 di wilayah Kabupaten Takalar kepada Bawaslu Kabupaten Takalar dan/atau
Panwas Kecamatan di wilayah Kabupaten Takalar.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
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